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BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah
dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab, perlu mengatur Ketentuan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkavang,

bahwa Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 62 Tahun 2017
tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap
dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkavang, sudah tidak lagi sesuai
dengan keadaan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bengkavang,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat [l Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286/,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
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10.

11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 lentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Benita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang |
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayvang Tahun 2016 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) sebagaimana telah |
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
S5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkavang Nomor 5);

17, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Reuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayvang Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KETENTUAN

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

L
2.
3.

NI

10,

11.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkavang.

Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat,

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prnnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkayang,

Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan

wakil ketua DPRD Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD

Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan
menugaskan dan memberikan perintah perjalanan dinas,

Vipindai dengan CamScanner
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12,

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnva disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah  selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD
adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkavang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi
Pegawal Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang
bekerja pada Instansi Pemerintah,

Pegawai Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawal
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat
olch Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyva disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang gajinya di
bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkavang dan Pegawai ASN pada Instansi lain yang diperbantukan dan
diperkerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang,.

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
dengan PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan,

Ajudan adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas-tugas
pelavanan kepada Pejabat Negara dan/atau Pejabat Derah dalam pelaksanaan
tugas-tugas kedinasan sesual dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Pengawal adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Non Pegawal Aparatur
Sipil Negara yang ditunjuk untuk mengawal Bupati, Wakil Bupati dan
Pimpinan DPRD.

Sopir adalah pengemudi profesional kendaraan roda empat (4) dan kendaraan
roda enam (6) keatas yang memenuhi persayaratan tertentu dan mempunyai
Surat Izin Mengemudi (SIM) vang diangkat dan ditugaskan oleh Pemerintah
Kabupaten Bengkayang untuk mengemudi kendaraan dinas jabatan dan/atau
kendaraan operasional.

Pegawai Tidak Tetap vang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Pada
Pemerintah Kabupatan Bengkayang yang diangkat oleh Pejabat yang
Berwenang, Kepala Daerah atau Kepala SKPD sesuai ketentuan yang berlaku
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari PTT Bidang
Kesehatan, PTT Bidang Pendidikan, Pegawai Honor Dacrah dan Pegawai
Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah
Pengurus dan/atau anggota Organisasi, Lembaga yang berbadan Hukum dan
mempunyai kepengurusan yang jelas dan terdaftar pada Pemerintah
Kabupaten Bengkayang dan/atau Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang
memenuhi syarat yang ditentukan untuk melakukan perjalanan dinas yang
berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Daerah atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang,

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.
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26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39,
40.

41.
42.

(1)

Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan  Kena  Perangkal Dacrah  yang
selanjutnyva disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memual pendapaltan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan schagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran; oy
Ptjabr:u gﬁnalausagﬁaﬂn Keuangan SKPD yang selanjutnya disebul I’l:!i-hhl’l)
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang sclanjutnyva disingkat PITK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; e
Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang sclanjuinya discbut Perjalanan Dinas
adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah
Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan dacrah; |

Perjalanan Dinas Biasa adalah perjalanan dinas jabatan melewati batas kutg
tempat kedudukan dan perjalanan dinas pindah bagi pcjabal dacrah, pegawal
negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesual ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah  Sural
Perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggola‘l)l‘kl), Pegawal
Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menjadi dasar untuk melaksanakan perjalanan dm:?s; |
Lampiran Surat Perjalanan Dinas adalah bagian dari surat perjalunan dinas
yvang digunakan untuk mengesahkan perjalanan dinas yang ditan_dmnngam
pejabat vang dituju sebagai bukti bahwa pelaksana perjalanan dinas telah
melakukan perjalanan dinas. :
Uang harian adalah uang vang digunakan untuk menunjang kegiatan harian
dalam melaksanakan perjalanan dinas.

Sewa Kendaraan Dalam Kota adalah sewa kendaraan dalam kota tempat
tujuan perjalanan dinas yang hanya dapat digunakan oleh Pejabat Negara.
Lumpsum adalah jumlah yang dibayarkan sesuai jumlah yang telah
ditetapkan dan dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil (At Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Daftar Pengeluaran Riil adalah pengganti bukti pengeluaran biaya
transportasi yang riil dikeluarkan oleh pelaksana perjalanan dinas yang dapat
digunakan untuk pertanggungjawaban biaya transportasi.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas biasa vang ruang
lingkupnya dalam wilayah Kabupaten Bengkayang,

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas biasa yang ruang
lingkupnya di luar wilavah Kabupaten Bengkayang.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang
dihitung sesuai kebutuhan il berdasarkan ketentuan vang berlaku.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja pelaksana perjalanan
dinas.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
One way atau sekali jalan adalah biaya untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN
dan pihak lain dan tempat kedudukan ke tempat tujuan perjalanan dinas
untuk satu kali berangkat atau satu kali pulang.

BAB 11
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan perjalanan dinas dan

pertanggungiawaban perjalanan dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pegawai  Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bengkayang yvang biavanyva dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipute
a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa,

b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap;

c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;

d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan

e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

Belanja Perjalanan Dinas Biasa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a
meliputi ;

a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan

b. Perjalanan dinas luar daerah.

Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul b
merupakan perjalanan dinas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
untuk keperluan perjalanan dinas tenaga penvuluh pertanian, petugas
kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Pengawas sekolah pada
Unit Pelaksana Teknis daerah;

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ merupakan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Tidak Tetap, dan Non Pegawai ASN
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, baik yang dilaksanakan
lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam
rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat,

seminar, dan sejenisnya vang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah

daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah

penvelenggara maupun vang dilaksanakan pemerintah dacrah penyelenggara

di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biava perjalanan dinasnya

ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, yang meliputi:

a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik
vang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

b. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard /residence);

c. Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang
berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan

d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi,

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat,

seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah

daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah

penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta

dengan biava perjalanan dinas yang ditanggung olch pemerintah daerah

peserta, meliputi :

a, Biayva transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik
yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota,

b. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard /residence);

c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang
berasal dari dalam kota maupun dan luar kota; dan

d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
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\8)

(9)

Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan

c. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul a

diatas terdirt dan :

a. perjalanan dinas dar Ibu Kota Kabupaten Bengkayvang ke Kecamatan dan
schaliknya,

b. perjalanan dinas dari Ibu Kota Kabupaten Bengkayang ke Desa dan
sebaliknya;

c¢. Perjalanan dinas antar kecamatan dalam wilavah Kabupaten Bengkayang,

d. Perjalanan dinas dan kecamatan ke desa dan sebaliknya dalam satu
wilayvah kecamatan berkenaan;

(10) Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

Pe
a.

- N

(1)

terdin dar:
a. perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Bengkavang meliputi ke Ibu Kota

Provinsi dan lbu Kota Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan
Barat; dan

b. perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Barat meliputi ke Ibu

Rota Negara Kesatuan Republik Indonesia, [bu Kota Provinsi dan Ibu Kota
Kabupaten /Kota diluar wilavah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB Il
PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3
rjialanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
berkaitan dengan penvelenggaraan pemerintahan;

. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja dan tugas

pokok;

. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan

pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 4

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam
rangka :

a. menghadin rapat baik di dalam maupun ke luar daerah;

b. melakukan konsultasi dan koordinasi baik  di dalam maupun ke luar
daerah;

€. menyampaikan dokumen penting yang bersifat mendesak dan atau yang

dipersyaratkan olch ketentuan yang berlaku kepada instansi/lembaga
tertentu,

d. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan;
¢. Sosialisasi, Pembinaan dan monitoring kegiatan pembangunan /
kemasyarakatan dan pengelolaan keuangan daerah;
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. mengikuti seminar fworkshop) pendidikan dan pelatihan dan/atau
scienisnya,

g. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

h. kunjungan kena/kaj terap/mencan referensi dalam rangka penyusunan
dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati,

i. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap
scorang dokter penguji keschatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan
surat Keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

J. memperoleh pengobatan berdasarkan surat ketcrangan dokter karena
mendapat cedera pada waktu melakukan tugas;

K. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis  Penguji
Kesehatan Pegawai Negeri;

. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pimpinan  dan/atau  Anggota DPRD/Pegawai  Aparatur  Sipil
Negara/Pegawal Tidak Tetap/Non ASN vang meninggal duma dalam
melakukan Perjalanan Dinas;

m. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah  Pejabat
Negara/Pimpinan dan/atau Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawal
Tidak Tetap/Non ASN yang meninggal dunia dart Tempat Kedudukan yang
terakhir ke tempat pemakaman;

n. mengantar/menjemput Pejabat Negara, Pejabat Esclon 11 dan Pejabat
Esclon [lla dan/atau yang mengepalai SKPD dalam rangka pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan;

0. memiasilitasi pelaksanaan tugas-tugas negara/pemerintahan vang
dilaksanakan olch Pejabat Negara, Pejabat Eselon | dan Pejabat Eselon 11
yang dilaksanakan didalam dan diluar daerah kabupaten.

(2) Perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

konsultasi dan/atau koordinasi minimal dipimpin oleh Pejabat Struktural
Eseclon III.

Sebelum pelaksanaan konsultasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], pejabat yang akan melakukan konsultasi dan/atau koordinasi wajib
melaporkan maksud dan tujuan perjalanan dinas secara tertulis berupa nota
dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan

Pegawal Aparatur Sipil Negara
Pasal 5

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara dan  Pegawai

Aparatur Sipil Negara harus mendapat Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang
telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

SPD dan Lampiran SPPD dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau
beberapa orang.

Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat
dilakukan oleh Pejabat maksimal 2 (dua) orang, yvang karena Jabatan dan
tugas pokok dan fungsinya Dberhubungan dengan masalah vang
dikonsultasikan, dan apabila konsultasi dan koordinasi vang bersifat teknis

dengan pertimbangan tertentu maka dapat melibatkan atau mengikutsertakan
| (satu) orang Pegawai ASN Non Jabatan.

Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara dan/atau Pegawai
ASN dalam rangka konsultasi dan koordinasi dan/atau dalam rangka
menyampaikan dokumen yang tujuannya ke Ibu Kota Negara Republik

Vipindai dengan CamScanner
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Indonesta dilaksanakan maksimal 3 (tiga) han, dan ke JThu Kota Provinsi
Kalimantan Barat maksimal 2 (dua) hari, dan apabila tujuan perjalanan dinas
leih dart satu tempat dikota vang sama maka lamanya perjalanan dinas
dapat ditambah 1 (satu) har untuk satu tempat yang herbeda sedangkan
penalanan dinas dalam mngka Kunjungan Kerga dan/atau Kajl Terap/mencan
referenst schubungian dengan  penvusunan  Rancangan  Peraturan Daerah
dan atau Peraturan Bupati yang dilaksanakan diluar Provinst Kalimantan
Barat dilaksanakan maksimal 5 (lima) har, dan dalam Provinst Kalimantan

Barat maksimal 4 (empat) han,

Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegratan  seminar, sosialisasl,
kursus. bimtek dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang mewajibkan
peserta menvetorkan biava kontnbus: atau biayva pengmapan ditanggung oleh
pihak  penvelenggara/panitia, maka biava penginapan tersebut  tudak
dibavarkan sclama pelaksanaan kegiatan berlangsung, sedangkan untuk uang
hanan dapat dibavarkan maksimal sclama 4 (empat) han;,

Bagi Pejabat Negara dan Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam
melaksanakan tugasnva diberikan biaya Pemetian dan Pemulangan Jenazah.

Bagi Bupati SPD dan Lampiran SPD ditandatangani  sendiri olch Bupat
sedangkan untuk Wakil Bupati SPD dan Lampiran SPD ditandatangani oleh
Bupati, apabila Bupati berhalangan maka dapat ditandatangani sendin oleh
Wakil Bupat.

Dalam rangka membantu keclancaran pelaksanaan tugas perjalanan dinas
jabatan Bupati atau Wakil Bupan dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang
Ajudan, 1 (satu) orang Pengawal dan/atau 1 (satu) orang sopir,

Perjalanan dinas Bupati atau Wakil Bupati dapat didampingi oleh Istn
sepanjang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan
perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh Istri.

(10) Bagi Pejabat Eselon lla, Eselon 1Ib dan Eselon Ill sebagai Kepala SKPD, SPD

dan Lampiran SPD ditandatangani oleh Bupati melalui Sckretaris Daerah dan
jika Bupati berhalangan maka SPD dan Lampiran SPD dapat ditandatangani
oleh Wakil Bupati atau Pejabat lain yang berwenang.

(11) Bagi Pejabat Eselon llla dan Eselon IVa di Lingkungan Sekretanat Daerah

(12)

(13

(14)

(15)

Kabupaten Bengkayang SPD dan Lampiran SPD ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD, dan jika Sekretans Daerah
berhalangan, maka SPD dan Lampiran SPD dapat ditandatangani oleh Asisten
dilingkup keasistenan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, dan bagi
Pegawai ASN Non Jabatan, PPPK dan PTT ditandatangani oleh Asisten di

Lingkup Keasistenan atau Pejabat yang ditunjuk.

Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Sekretaris Daerah, maka SPD dan
Lampiran SPD disampaikan kepada Bupati atau Wakil Bupati melalui
Penjabat (Pj), Pejabat Mewakili (Pjw) atau Pelaksana Tugas (Pit.) Sekretans
Daerah.

Bagi Pejabat Eselon IlI, Pejabat Eselon IV, Pegawai ASN Non Jabatan dan PPPK
di lingkungan SKPD, SPD dan Lampiran SPD ditandatangani oleh Kepala
SKPD masing-masing, dan apabila Kepala SKPD berhalangan maka SPD dan
Lampiran SPD dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat dibawahnya.

Bagi Camat untuk Kkegiatan dalam Daerah di wilayah Kecamatan dan
Kabupaten Bengkayang SPD dan Lampiran SPD dapat ditandatangani sendiri
oleh Camat, sedangkan untuk kegiatan keluar Daerah Kabupaten mengacu
pada ayat (10).

Bagi Lurah untuk kegiatan dalam Daerah di wilayah Kelurahan, Kecamatan
dan Kabupaten Bengkayang SPD dan Lampiran SPD ditandatangani Camat,
sedangkan untuk kegiatan keluar Daerah Kabupaten mengacu pada ayat (10).

Divindai. d amS,
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(17)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bagi Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk kegiatan dalam Daerah di wilayah
kerga masing-masing dan dalam daerah Kabupaten Bengkavang SPD dan
Lampiran SPD dapat ditandatangani sendin, sedangkan untuk kegiatan luar
Daerah Kabupaten Bengkayang SPD dan Lampiran SPD ditandatangani oleh
Kepala SKPD masing -masing, dan apabila Kepala SKPD berhalangan maka
SPD dan Lampiran SPD dapat ditandatangani Oleh  Pejabat  setingkat
dibawahnya yang diberikan wewenang pada SKPD berkenaan, sedangkan bagi
Pegawal ASN Non Jabatan, PPPK dan PTT di Lingkungan PUSKESMAS dan di
Lingkungan UPTD dapat ditandatangani oleh Kepala PUSKESMAS atau Kepala
UpPTD.

Format SPD dan Lampiran SPD untuk Pejabat Negara dan Pegawai ASN
mengacu  pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan
Lampiran [l yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat
ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang

Pasal 6

Pimpinan dan Angegota DPRD Kabupaten Bengkavang vang akan
melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perjalanan Dinas (SPD)
dan Lampiran SPD vang telah ditandatangani Pejabat vang berwenang.

SPD dan Lampiran SPD dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa
orang.

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD
dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas di dalam dacrah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 avat (9) huruf a dan huruf b dan perjalanan dinas
luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10] huruf a,
Pimpinan DPRD dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang Ajudan. 1 (satu)
orang Pengawal dan 1 (satu) orang sopir sedangkan untuk perjalanan dinas
luar daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) huruf b hanva
dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang Ajudan dan 1 (satu) orang Pengawal.

Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanva dapat
dilakukan oleh Pimpinan dan/atau anggota DPRD vang tugas pokok dan
fungsinya berhubungan dengan masalah yang dikonsulitasikan.

Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan/atau anggota DPRD
dalam rangka konsultasi dan koordinasi yang tujuannya ke Ibu Kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan maksimal 3 (tiga] han, dan kc‘ Ibu
Kota Provinsi Kalimantan Barat maksimal 2 (dua) han dan apabila tujuan
perjalanan dinas lebih dari satu tempat dikota yang sama maka lamanva
perjalanan dinas dapat ditambah 1 (satu) han untuk satu tempat vang

berbeda.
Perjalanan dinas Pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam rangka Kunjungan

Kerja dan/atau Kaji Terap sehubungan .dcngan pgmpahasan Rancangan
Pcrt:uuran Daerah yang dilaksanakan diluar Provinsi _K:alimanlan Barat
dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari, dan dalam Provinsi Kalimantan Barat

maksimal 4 (empat) har.

Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti {ccg@alm; seminar, snstiadlisasi,
ku?sus. bimtek dan pelatihan serta kegiatan scjenis lal_nnya vang mc“agibltlan
peserta menyetorkan biaya kontribusi atau biaya penginapan dnangbgung % ;:
pihak penyelenggara/panitia, maka biaya penginapan terscbut U
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(8)

(9)

(10)

dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, sedangkan untuk uang
haran dapat dibayarkan maksimal selama 4 (empat) hari;

Bagi Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang meninggal dunia dalam
melaksanakan tugasnya dibernikan biayva Pemetian dan Pemulangan Jenazah,

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPD dan Lampiran SPD ditandatangan
oleh Ketua DPRD, dan jika Ketua DPRD berhalangan, maka penandatanganan
SPD dan Lampiran SPD dapat dilakukan olech Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Bengkayvang.

Format SPD dan Lampiran SPD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu
pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Ajudan, Pengawal, Sopir dan Pegawai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

Tidak Tetap

Pasal 7

Ajudan, Sopir, Pengawal dan Pegawai Tidak Tetap vang akan melaksanakan
perjalanan dinas harus mendapat Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan Lampiran
SPD vang telah ditandatangani Pejabat vang berwenang dan atau Kepala SKPD
berkenaan.

SPD dan Lampiran SPD dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa
orang,

Perjalanan Dinas Ajudan, Pengawal dan/atau Sopir hanva dapat dilakukan
atas pertimbangan vang obyektif dan Pejabat Negara, Pimpinan DPRD atau
Kepala SKPD bahwa keberadaan Ajudan, Pengawal dan/atau Sopir dimaksud
benar-benar diperlukan guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon 11 dan/atau
Pejabat Esclon [l yang mengepalai SKPD;

Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap hanya dapat dilakukan atlas
pertimbangan vang obyektif dan kepala SKPD bahwa keberadaan Pegawai
Tidak Tetap dimaksud benar-benar diperlukan secara teknis untuk
pelaksanaan tugas-tugas seperti menghadin undangan dan lembaga atau
instansi tertentu sebagai peserta bimbingan teknis, peserta lomba, peserta
karnaval, pembuatan/penjaga stand pameran dan menyampaikan dokumen
yvang bersifat mendesak kepada instansi/lembaga tertentu.

Lamanva Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ajudan, Pengawal, Sopir
dan Pegawai Tidak Tetap disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang
diikuti atau disesuaikan dengan SPD dan Lampiran SPD vang telah
ditandatangani Kepala SKPD yang menugaskan atau pejabat vang berwenang,

Bagi Ajudan, Pengawal, Sopir dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia
dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya Pemetian dan Pemulangan
Jenazah.

Penandatangan SPD dan Lampiran SPD untuk Ajudan, Pengawal dan Sopir
yvang berstatus Pegawai ASN mengacu kepada Pasal 5 ayat (13).

Penandatangan SPD dan Lampiran SPD untuk Ajudan, Pengawal dan Sopir
vang bukan berstatus Pegawai ASN dan/atau Pegawail Tidak Tetap untuk
perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9)
huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d dan perjalanan dinas luar dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) huruf a dan huruf b
ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing, dan apabila kepala SKPD
berhalangan maka dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat dibawahnya.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Format SPD dan Lampiran SPD untuk Ajudan, Pengawal, Sopir dan Pegawal
Tidak Tetap mengacu pada formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
dan Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati im.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Non Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 8

Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan dinas
harus mendapat Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan Lampiran SPD yang telah
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atau Kepala SKPD yang
menugaskan,

SPD dan Lampiran SPD dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa
orang.

Perjalanan dinas Non Pegawai ASN vang diikutsertakan dalam program dan
kegiatan pemerintah daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi
svarat yang ditentukan untuk melakukan perjalanan dinas antara lain yang
bersangkutan diperlukan sebagal narasumber, moderator, tenaga ahli, tenaga
teknis, peserta dan/atau merupakan pemenang/juara dalam rangkalan acara
vang dilaksanakan oleh SKPD untuk selanjutnya dikirim pada acara
perlombaan ditingkat provinsi maupun ditingkat pusat dan kegiatan lainnya
vang telah ditetapkan dimana biaya pernalanan dinasnya harus dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkavang.

Lamanvya Perjalanan dinas Non Pegawai ASN disesuaikan dengan pelaksanaan
kegiatan yang diikuti atau disesuaikan dengan SPD dan Lampiran SPD yang
telah ditandatangani Pejabat yang berwenang atau Kepala SKPD yang
menugaskan,

Bagi Non Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnva
diberikan biayva Pemetian dan Pemulangan Jenazah.

Penandatangan SPD dan Lampiran SPD untuk Non Pegawai ASN
ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menugaskan dan apabila Kepala SKPD
berhalangan maka dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat dibawahnvya.

Format SPD dan Lampiran SPD untuk Non Pegawai ASN mengacu pada format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran | dan Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB YV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Komponen Biava Perjalanan Dinas

Pasal O

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang hanan;

b. biaya tiket pesawat;

¢. biaya penginapan;

d. uang representasi;

c. biaya taxi/transportasi;

. biaya sewa kendaraan dalam kota;

g. biaya pemeriksaan keschatan COVID-19;

. c— — — — SN = O B e L I ——
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

. — ___,H_-

h. biaya pemetian jenazah; don
i, biayva pemulangan jenazah,

Uang hanan sebagaimmana dimaksud padi avat (1) harat o terdin atase

a. uang makan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan aang hanan;

b, uang saku sebesar 50% (lima puluh persen) dac aang harang dan

c. uang transport lokal sebesar 20% (dua puluh persen) dant unng hanan,

Biava tiket pesawat sebhagaimana dimaksud pada ayat (1) hurat b terdin atas

biaya tiket pesawat, boarding pass dan airport tax pergi-pulang denpgan

ketentuan

a. Pejabat Negara dapat menggunakan kelas bisnis atau kelas ekonomi;

b. Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Esclon 11, Pejabat Esclon 11, e bt
Esclon 1V, Pegawai ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Aparatur
Sipil Negara menggunakan kelas ekonomi.

Biava penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ merupakan
biaya vang diperlukan untuk menginap:

a. i hotel; atau

b. di tempat menginap lainnva.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurulf d hanva dapial
diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta
Pejabat Eselon 1l vang melaksanakan penalanan dinas keluar daerah dan
dibayarkan selama melakukan perjalanan dinas;

Biava taxi/transportasi merupakan biaya untuk :

a. biava taxi/transportasi perjalanan dinas dalam negeri;

b. biaya transportasi darat dari Bengkayang ke Kabupalen/Kota Dalam
Provinsi Kalimantan Barat;

¢. biaya transportasi darat dari Bengkayang atau tempat kedudukan ke
kecamatan di wilavah Kabupaten Bengkayang atau scbaliknya;

d. biaya transportasi darat antar kecamatan di wilayah Kabupaten
Bengkavang atau sebaliknya,

e. biaya transportasi darat/sungai/laut dari kecamatan ke desa di wilayah
kKecamatan berkenaan atau sebaliknya,

f. biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitar (One

Way),

Biava taxi perjalanan dinas dalam negeri scbagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf a merupakan biaya vang digunakan untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biayva untuk perjalanan taksi atau biaya bahan bakar minyak bagi
yvang menggunakan kendaraan dinas/pribadi dari tempat kedudukan (kota
asal) ke tempat tujuan (kota tujuan) pergi-pulang diberikan kepada pelaksana
SPD untuk satu kali selama melakukan Perjalanan Dinas;

Biava transportasi darat dari Bengkayang ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi
Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, merupakan
biaya transportasi darat dan Bengkavang ke Kabupaten/kKota Dalam Provinsi
Kalimantan Barat merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai ASN dari
tempat kedudukan di Bengkayang ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota
tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau scbaliknya dalam rangka

pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari Bengkayang atau tempat kedudukan ke
kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkayang atau sebaliknya scbagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf ¢, merupakan satuan biaya untuk menvusun
perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Non
Pegawai ASN dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kabupaten
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(11)

(12)

(13)

(14]

(15)

(16)

(1)

Bengkayang atau scbaliknya dalam ranpgka pelaksanaan perjalanan dinas
dalam negeri;

Biaya transportasi darat antar kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkayang
atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, merupakan
satuan biava untuk menyusun perencanaan kebutuhan biava transportiasi
darat bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawal ASN,
Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai ASN dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan di wilavah Kabupaten Bengkavang atau sebaliknya dalam rangka
pelaksanann penalanan dinas dalam negen;

biaya transportasi darat/sungai/laut dari kecamatan ke desa di wilayah
Kecamatan berkenaan atau sebaliknva sebagaimana dimaksud pada avat (6)
huruf e, merupakan satuan biava untuk menvusun perencanaan kebutuhan
biava transportasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai
ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Non ASN dari tempat kedudukan ke tempal
tujuan di wilavah Kabupaten Bengkavang atau scbaliknyva dalam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negert;

biava transportasi darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kkota sckitar (One
Way) sebagaimana dimaksud pada avat (6) huruf f, merupakan satuan biaya
yvang digunakan untuk menvusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi
bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawail
Tidak Tetap dan Non ASN dari DKI Jakarta ke tempat tujuan di
Kabupaten /Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota
Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya
dalam rangka pelaksanaan penjalanan dinas dalam negeri;

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
hanva dapat dibenkan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk Kelancaran
pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan dibavarkan hanva untuk perjalanan
dinas luar daerah Kabupaten Bengkavang.

Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada avat (13) dihitung perhan
sesual lamanya penvewaan, dan biava tersebut sudah termasuk biava untuk
pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Satuan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, merupakan satuan biava vang digunakan untuk
mendiagnosis adanyva COVID-19 vang dilakukan secara mandin ditempat

resmi oleh calon pelaksana perjalanan dinas sepanjang dalam masa pandemi
COVID-19;

Biaya pemetian jenazah dan biaya pemulangan jenazah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i hanva dibayarkan jika pelaksana
SPPD meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dan dibayarkan hanya satu
kali.

Bagian Kedua
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (1)
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
b. biaya tiket pesawat dibayarkan sesuai dengan biavya riil faf cost);
. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil fat cost),
.uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
. biaya taxi/transportasi dibayarkan sesuai dengan biava riil (at cost),
sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Ril (at cosi);

el o B - g
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(<2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

g. satuan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 dibayarkan sesuai dengan
biaya riil (at cost);

h. biayva Pemcuan Jenazah dibayarkan secara lumpsum; dan

i. biaya pemulangan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (at cost).

Dalam hal harga tiket pesawat yang diperoleh ternyata dibawah harga yang
tercantum dalam Standar Biaya yvang ditetapkan, maka yang bersangkutan
wajib menyetorkan kembali kelebihan biayva tiket pesawat yang diternima
kepada Bendahara Pengeluaran SKPD atau kepada PPTK.

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi-pulang
merupakan standar dalam menghitung biayva tiket pesawat dalam rincian
biava perjalanan dinas, dan apabila dalam kondisi tertentu harga tket
pesawat vang diperoleh melebihi standar yvang telah ditetapkan, maka
kekurangan biava tiket pesawat tersebut dapat dibayarkan kepada pelaksana
perjalanan dinas dengan cara mengajukan penggantian kekurangan biaya
tiket pesawat kepada bendahara pengeluaran SKPD atau PPTK yang
diperhitungkan dalam perhitungan SPD rampung.

Dalam hal Pelaksana SPPD tdak menggunakan biayva penginapan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berlaku ketentuan sebagal
berikut:

a. pelaksana SPPD diberikan biayva penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen)
dari satuan biava penginapan perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan
provinsi tujuan sesuai dengan kategori dan tarif hotel yang ditetapkan
dengan peraturan bupati,

b. biava penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara
lumpsum,

Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b
dibayarkan hanya 1 (satu) kali untuk perjalanan dinas sclama 2 (dua) han, 2
(dua) kali untuk perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari, 3 (tiga) kali untuk
perjalanan dinas selama 4 (empat) hari dan seterusnya.

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d,
dan huruf h, merupakan batas tertinggi dan apabila btava yang digunakan
atau bukti-bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pelaksana SPPD
lebih tinggi dari standar yang ditetapkan maka kelebihan biaya tersebut
merupakan tanggungjawab pelaksana SPPD dan tidak dapat mengajukan
penggantian kepada bendahara pengeluaran atau PPTK.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dibayarkan
sesuai dengan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negen
berdasarkan provinsi, tarif hotel dan kategori yang ditctapkan;

Biava perjalanan dinas untuk Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dapat dibayarkan uang hanan, biaya tiket
pesawat, biaya penginapan dan uang represcntasi yang besarannya
disesuaikan dengan Pejabat Eselon I1b.

Hiaya perjalanan dinas untuk Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati dalam rangka
melaksanakan tugas-tugas organisasi dan kegiatan lain yang berhubungan
dengan Jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati besarannya discsuaikan
dengan Pejabat Eselon Illa.

HBiaya Perjalanan dinas Ajudan, Pengawal dan Sopir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) untuk perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) huruf a dan huruf b hanya dibayarkan uang
harian, sedangkan untuk perjalanan dinas luar dacrah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) huruf a hanya dibayarkan uang harian dan
uang penginapan, dan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 avat (10) huruf b dibayarkan uang hanan, tiket

pesawat dan biaya penginapan.
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(11) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ dibavarkan

(12)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

sesuai dengan standar vang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang
Standar Harga Satuan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkavang
kecuali untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadin undangan yang
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Departemen/Instans:  tertentu,
dimana tempat penginapan sudah ditentukan oleh pihak penvelenggara
kegiatan maka biava penginapan dimaksud dapat dibavarkan sesuar dengan
bukti pertanggungjawaban vang disampaikan olch Pelaksana SPD.

Dalam hal biava transportasi darat dan Bengkavang ke Rabupaten/Kota
dalam Provinsi Kalimantan Barat bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan
Pejabat Eselon lla melebihi standar biava transportasi darat yang telah
ditetapkan biava transportasi darat dimaksud dapat di bavarkan sesu:
dengan bukti pengeluaran riil.

Pasal 11

Biava perjalanan dinas dalam daerah dari Ibu Kota Kabupaten Bengkavang ke
kecamatan dan scbaliknva secbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (9)
huruf a, dapat dibayarkan uang hanan, biava penginapan, dan  blava
transportasi darat dari Bengkavang ke kecamatan di wilavah kabupalen
bengkavang atau sebaliknva.

Biava perjalanan dinas dalam daerah dari 1bu Kota Kabupaten Bengkavang ke
Desa dan sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (9) huruf b
dapat dibayvarkan uang harian, biava penginapan, dan biava transportas: darat
dari Bengkavang ke Kecamatan diwilavah kabupaten bengkavang atau
scbaliknva ditambah biava transportasi dan RKecamatan berkenaan ke Desa
tujuan;

Biava penalanan dinas dalam daerah antar Kecamatan dalam wilavah
kabupaten bengkavang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) huruf c
dapat dibavarkan uang harian, biava penginapan, dan biava transportasi
antar Kecamatan di wilavah kabupaten bengkayvang atau sebaliknyva,

Perjalanan dinas dari kecamatan ke desa dan sebaliknva sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 avat (9) huruf d, dapat dibavarkan uang harnan dan
biava transportasi dan Kecamatan ke desa diwilavah Kecamatan berkenaan
atau sebaliknva;

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada avat (1), avat (2}, avat (3) dan
avat (4) dapat dilakukan lebth dan 1 (satu) hari, dengan ketentuan dilakukan
secara selektif, frekuensi, jumlah hart dan jumlah orang dibatasi,
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas, penthal penalanan dinas
dan kecamatan tujuan perjalanan dinas;

Perjalanan dinas luar dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (10)
huruf a dan huruf b dapat dibayarkan uang harian, biaya tiket pesawat, biayva
penginapan, uang representasi, biaya taxi/transportasi, sewa kendaraan, dan
biaya pemeriksaan keschatan COVID-19.

Perjalanan Dinas Tetap scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (4) hanva
dibayarkan uang transportasi lokal perjalanan dinas dalam negeni di Provinsi
Kalimantan Barat,

Perjalanan Dinas Dalam Kota scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (5)
dapat dibayarkan Uang harian peserta kegiatan rapat atau pertemuan diluar

kantor fullday dan uang transportasi lokal perjalanan dinas dalam negen di
Provinsi Kalimantan Barat,
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(9)

(10}

(11}

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Penjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (6) untuk peserta dapat dibayarkan Uang harian peserta kegiatan
rapat atau pertemuan diluar kantor fullday, biaya penginapan dan dan uang
transportasi lokal perjalanan dinas dalam negen di Provinsi Kalimantan Barat
sedangkan untuk panitia/moderator dan narasumber hanya dibayarkan biaya

penginapan dan biaya transport,;

Perialanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 avat (7) dapat dibayarkan uang harian, biaya tiket pesawat, biaya
penginapan, uang representasi, biaya taxi/transportasi, sewa kendaraan dalam
kota dan biaya pemenksaan keschatan COVID-19;

Dalam hal perjalanan dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) seluruh biayva atau scbagian biaya telah ditanggung oleh panitia
penyelenggara, maka biava perjalanan dinas yang dibayarkan harus
disesuaikan dengan ketentuan panitia penyelenggara dan kepada pelaksana
perjalanan dinas dimaksud hanva dapat dibayarkan selisih kurang dari biaya
sebagaimana dimaksud pada avat (4) atau tidak dibayarkan biaya perjalanan
dinas karena telah ditanggung seluruhnya oleh panitia penyelenggara.

Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, scluruh
Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

Perjalanan dinas jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD yang
mengikutsertakan  Ajudan dan  Pengawal dapat menginap pada
hotel/penginapan vang sama,

Dalam hal biava penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] lebih tinggi dari satuan biaya penginapan
perjalanan dinas dalam negeri sehagaimana yang ditetapkan, maka Pelaksana
SPT menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada
hotel/penginapan dimaksud,

Pasal 13

Biaya perjalanan dinas dibayarkan scbelum perjalanan dinas dilaksanakan,

Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibavarkan sctelah Perjalanan

Dinas selesai dilaksanakan,

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu rekening
anggaran perjalanan dinas yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah (DPA-SKPD) berkenaan.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat S (lima)
hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat melebihi 5 (lima) har kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang
mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran,

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan
dalam SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD

dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan;

Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat dimintakan kepada bendahara pengeluaran atau PPTK untuk
mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa Surat Keterangan

Kesalahan/Kelalaian dari Kepala Bandar Udara/Kepala Pelabuhan/Perusahaan
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Jasa Transportasi Lainnya dan/atau Surat Keterangan Perpanjangan Tugas
dart pemberi tlugas.

(8) Berdasarkan  dokumen  sebagaimana  dimaksud pada ayat (7] PPTK
membebankan biaya tambahan uang harian dan biaya penginapan pada DPA-
SKPD berkenaan,

() Format nncian tambahan

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 14

Persediaan (UP);

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan
memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran

atau PPTK kegiatan berkenaan.

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada avat (2), berdasarkan
persctujuan pembenan uang muka darn PPTK dengan melampirkan dokumen

schagai bernikut:

a. lotokom SPD;

b. kuitansi tanda terima uang muka; dan
C. rincian uang muka Penalanan Dinas.

Format rincian uang muka perjalanan dinas mengacu pada format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Penjalanan Dinas, biaya pembatalan
dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan,

Dokumen yang dilampirkan dalam rangka pembebanan biava pembatalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas dari pelaksana SPD dan
diketahui oleh kepala SKPD sesual format scbagaimana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Bupati ini;

b. surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas dari PPTK
sesual format scbagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati
ini;

c. tanda bukti biaya dan/atau pengembalian biaya transport dan/atau biaya
penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang
sah.

Apabila Pembatalan perjalanan dinas terjadi sebelum pelaksana SPD
melaksanakan perjalanan dinas namun telah ada biaya vang dikeluarkan
terkait dengan transportasi dan akomodasi, maka biaya pembatalan vang dapat
dibebankan pada DPA-SKPD adalah biaya pembatalan transportasi pesawat
udara dan biaya penginapan, sebagian atau seluruh biaya transportasi pesawat
udara atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund,

Apabila Pembatalan perjalanan dinas terjadi setelah pelaksana SPD
melaksanakan perjalanan dinas atau pelaksana SPD telah sampai ditempat
tujuan, maka biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD terdiri
dan sisa uang harian, transportasi dan biaya penginapan.

Biaya Pembatalan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) dirinci dalam perhitungan nncian perhitungan rampung biayva
perjalanan dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

uang harian dan biaya penginapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian
thdak terpisahkan dar Peraturan Bupati ini.
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(1) Standar biaya perjalanan dinas berpedoman kepada Standar Harga Satuan
Dilingkungan Pemenntah Kabupaten Bengkayvang yang ditetapkan dengan

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 16

Peraturan Bupali.

Komponen perhitungan biava perjalanan dinas dicantumkan dalam lampiran

VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan biayva pelaksanaan Perjalanan
Dinas kepada Pemberi Perintah paling lambat 15 (lima belas) han kerja setelah
Penalanan Dinas dilaksanakan,

Pertanggungiawaban biava Penjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada avat

(1) dengan melampirkan dokumen berupa :

a. SPD dan Lampiran SPD vang mendapat pengesahan/ditandatangani oleh
Pejabat atau Pihak Terkait dan tempat tujuan Perjalanan Dinas.

b. tiket pesawat, boarding pass beserta airport tax untuk perjalanan dinas luar
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) huruf a dan hurut b.

c. bukti pembavaran hotel/penginapan yang sah untuk perjalanan dinas luar
dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayvat (10) huruf a dan hurut b.

d. bukti pembayaran yang sah biaya Biava taxi/Transportasi berupa bukti
pembelian bahan bakar minyak atau kuitansi/karcis/tiket.

e. bukti pembayaran vang sah sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi
atau tanda bukti pembavaran lain yang dikeluarkan oleh badan usaha atau
perorangan vang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.

f. dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi scbagaimana dimaksud
dalam huruf d dan bukti pembayaran yvang sah sewa kendaraan dalam kota
scbagaimana dimaksud dalam huruf e tidak dapat diperoleh, maka
pertanggungjawaban dapat menggunakan daftar pengeluaran nil
sebagaimana tercantum Lampiran XI vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

g. Menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil perjalanan dinas kepada
Pejabat yang memberi perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kecuali
perjalanan dinas dalam rangka menyampaikan dokumen laporannya cukup
melampirkan foto copy surat pengantar yang telah ditandatangani oleh

penerima dokumen.
Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti
kegiatan seminar, sosialisasi, kursus, Bimtek dan pelatihan serta Kkegiatan
sejenis lainnya, perlu  melampirkan  surat undangan kegiatan dan
penyelenggara/panitia,  kuitansi/bukti  setoran biava kontribusi dan
penyelenggara/panitia atau sertifikat/piagam/surat keterangan lainnya.

Pasal 18

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari  harga
sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih)

dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita
oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan vang dilakukan,
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Khusus menyangkut Perjalanan Dinas Luar Negeri, berpedoman pada ketentuan
perjalanan dinas yang ditetapkan Pemerintah.

BAD VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku, maka Pecraturan Bupati Bengkayang
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawal
Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2017 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku '‘pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Dacrah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

d L 202
pac a}gn%ﬁ\\% Mzt 21

Diu n/gad__ngka_.ﬁn di Bengkayang

padd tangenk G Mo 2021
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PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR . 20 TAIIUN 2021
TANGGAL . 6 Mg 2021
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

INSTANSI

e ——— e . —— . e e e — e e T e e —— e e
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SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

o[ Pojsbat berweneng g member P |

n Nama Pegawai yang diperintah

3. | a. Pangkat dan Golongan
b. NIP

c. Jabatan
d. Tingkat menurut peraturan perjalanan

n Maksud Perjalanan Dinas

E Alat angkutan yang dipergunakan
a. Tempat Berangkat
b. Tempat Tujuan

7. | a. Lamanya Perjalanan Dinas

a
b
C
d
a.
b.
a.
b. Tanggal berangkat b.
c. Tanggal harus kembali C.
E Pengikut : Nama Pangkat & Golongan Jabatan
1.
2.
| 3.
Dst.
9. | Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Rekening anggaran

10.| Keterangan lain-lain

! ] — —

Dikeluarkan di Bengkayang

pada tanggal.............ccovenennnn..
Pejabat yang berwenang,
[ss3enansnanctssiecnenseanasesansnanssranenesis )
INITY, . conssnsestnsrsionsnsinssssnsseinsomnsennes
' '*1\___..} ).-. *‘l\\
 BUPATDBEN[GKAYANG,

),




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : &0  TAHUN 2021
TANGGAL : § MEl 2021
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS

BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAIL
KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT LAMPIRAN SURAT PERJALANAN DINAS

SI’PD No. LR o7 LS S
Berangkat dari .
lempatl KedUdURarl] csicesscessissssissssonecesssssnsassios
Pada tanggal S Cbbnbetmbend v it et At ok i s e
Ke R seiiaasaisonissessassannisanioged

Berangkat dan
Ke

Pada tanggal

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal

ITI. Tiba di e s6niteseraseiabust santEsaNebeTEIRsIEETSRS Berangkat dari S apusseuprsesnanans cSoBNEIITIAE R TPUE
Pada tanggal ..., — BB ¥ icsieveimreckiniassvsiabadiinainananns
Pada tanggal & .eriviiiiiiceiiieeiiieaeaeaeeneaan

IV. Tiba kembalidi : Bengkayang
pada tanggal T

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjialanan tersebut diatas benar dilakukan atas
perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan
jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pejabat yang berwenang/Pejabat lainnya vang
ditunjuk. '

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

V. CATATAN LAIN-LAIN

V. PERHATIAN

pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pcjabat yang mengesshban tanses!
ggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara wendapat rug)

?{AY‘\NG ,

ASTIANUS DARWIS

berangkat'tiba serta Bendaharawan bertan
akibat kesalahan, kealpaannya.

— H"""‘ |2 ‘/
T A P
LAY
B — et
. m—

Vipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN i
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGOAL S Mg 2021
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
BEBAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG.

FORMAT RINCIAN TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS

KOP INSTANSI

RINCIAN TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor
Tanggal

2

e e
_— - =

Uang Harian
Biaya penginapan

- JUMLAH YANG
PERINCIAN BIAYA B l IBAVARKAN (fs. KETERANGAN

|
5 — |
|

JUMLAH

-

Telah dibayarkan tambahan biaya perjalanan dinas
sebesar Rp. .ccccciciiiiiniininniinn,

Bengkayang, ...... isssearPesssssAsasetnsaE
Telah menerima tambahan biaya perjalanan

dinas sebesar Rp. ...c.covvviiciiiiniiinnnn,

Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
[occicnnsaonesssussanssntasisessiiny } fiivennisssinniensnuscocranbarions]
NIP. NIP.

Setuju Dibayar :

Kelerangan :

1.

Kolom keterangan diisi penyebab jumlah hari melebihl 8PPD,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NIPovvvvvoosssssessessssssse s sssssssssssses

" - AEBASTIANUS DARWIS

. e e f .
e \ - .L'J r-:_i' ’ N i‘t ,

|
|
J



e — S S

e ———

—“wy‘.—ﬁ-—rhr—.-'——_ﬂ——- o

_‘_l ‘ — o

e e e
b

- R R R e R WS B S S T e —————

NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL - 5 Ma - 2021
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG.

FORMAT RINCIAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS

KOP INSTANSI

RINCIAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor

Tanggal
I- JUMLAH YANG
N
NO PERINC_.I_J:I*-I BU_W{\_ B DIBAYARKAN (Rp. KETERANGA
2 3 9

1.

2.

3.

. |

S.

6.

Dst. -

JUMLAH
Bengkayang, .......cceiiieenreiiceninnnns.
Telah dibayarkan uang muka perjalanan dinas Telah menerima uang muka perjalanan dinas
sebesar Rp. ..ccciieeiiiieniniicnna, sebesar Rp. ....ccceeienncinennnannee
Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
[in pme niibn 2 sm b sanadvbhonialnass ) [ee sonesivioovtsisnonsinronarnys )
NIP. NIP
Setuju Dibayar :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(000 000000ersernossnsnrsansacesacsrnsseseesasons )
QSRR
ielerangan :

. Kolom keterangan diisi maksud perjalanan dinas.

y ;5:"‘-;?')‘_“::-1“;5\5\.\
o - . -
L},"_ —— *?j -.\\
o
]

y

BUPATI-BE
) \ £

N, - : e
LN

*

., EBASTIANUS DARWIS

LS

. y " .
| o
= &
k‘l - ”
‘. -~ . - #

-
-




LAMPIRAN v
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL s G MY 2021
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

KABUPATEN BENGKAYANG.

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

NOMOTL & vvrevrensnnrs N SO

‘ang bertandatangan dibawah ini :

NAIMIA 0 eceisssisessarsssestesinesstssansasnrisassstaats
Pangkat/Gol = I e
N[P lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll L |
Jabatan $ sinaey S PP
ISEDADKAN KATEIMA. .. eueteeeriirrressssasrssscssmsansatesssssnsrssinsaessassnssass dengan ini saya menyatakan bahwa saya batal

elaksanakan perjalanan dinas, sebagaimana Surat Perintah Perjalanan Dinas terlampir.

emikian pernyataan ini dibuat,

untuk dapat kiranya menjadi bahan pertanggungjawaban biaya pembatalan

jalanan dinas
Bengkayang, ......cceiviieniininncsinnins.
Pelaksana Perjalanan Dinas, Dnlketah[ Sl,lII{I;D,
Materai
6000
[ioroesserssuconeraisassansassenssoess ) frasassassonareserunnisnsennasntns )
NIP. NIP.




LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR . J0 TAMun 201
TANGGAL 5 Mel 2021
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
BEBAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG.

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

KOP INSTANSI

#—

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

NOIIOE 2 suvccennerasnnsatssssnssasnas
"ang bertandatangan dibawah ini:

Nama

-------------------------------------------------

Pangkat/Gol ¥ isenprivipliisnbiiianaadvasnsanaiscninisrbniude

Bahwa telah dilakukan perhitungan biaya pembatalan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas Nomor ..............
Dari rincian perhitungan rampung biaya perjalanan dinas dan tanda bukti biaya dan/atau pengembalian biaya
ransport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan (terlampir], terdapa
biaya perjalanan dinas sebesar Rp........vccouveiee. yang harus dibebankan pada DPA-SKPD Dinas/Badan/Kantor
Hengan Nomor DPA/DPPA : ......c.c.....

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat kiranya menjad: bahan pertanggungjawaban biaya pembatalan
rerjalanan dinas

Bengkayang, «..ccoviiveeiieiiineecarenaa,
Pelaksana Perjalanan Dinas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
B icars evineinse SREBEN b RNT AR SRS ) [ceeeeed TP PPN )
NIP NIP

Diindai. d oS



PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR ! 20 TAHUN 2021
TANGGAL - 9 me 2021
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
BEBAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAILI

KABUPATEN BENGKAYANQ.

FORMAT RINCIAN PERHITUNGAN RAMPUNG BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN PERHITUNGAN RAMPUNG BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor S A ELEEIIERIERIeIReEsEEIEIRONNINIIILS

Tanggal $ sibsinibinerodiosisaiveinaaresiiraciios
JUMLAH
PERINCIAN BIAYA YANG TELAH
DIBAYARKAN (Rp.)
1 2 3
1.
2.
3.
1.
S.
6.
Dst. )
JUMLAH

Telah dibayar sejumiah

Bendahara Pengeluaran

JUMLAH SISA |
YANG ' KURANG /
DITETAPKAN (Rp.) LEBIH (Rp.)
4 5
I
| I
I
Bengkayang, ...ccccoceremrriariaresenanan.

Telah menerima jumlah uang sebesar

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG
Jumlah vang ditetapkan 5 IRDioesasvivosasrrserensass sravosnrssss
Jumlah yang telah dibayarkan J - < N
Sisa kurang / lebih t RDissssesssaresasssssssasiaessasnans

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

- ;ﬁ:rﬁh:\\\
) BUPATI'BE

P Y

KAYANG,

/

- PEBASTIANUS DARWIS
ki:( f\f ‘;:r""_-l'"- :

,J‘

Divindai d S,



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANQGAL . &5  Wel 2021
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
BEBAN ANGOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAIL
KABUPATEN BENGKAYANQ.

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Jabatan ST PP LI POy S Sy
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor........... tanggal .ccecrnercncecinas . dengan ini kami
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi perjalanan dinas di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaranmnya
meliputi :

JUMLAH

2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas
dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk
menyetorkan kelebihan tersebut pada Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui / Menyetujui : Bengkayang, ....ccccoiiniiniea.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pelaksana SPPD,
[ooocesososcrssoncerseenssranssareenss )

NIP. {VIP. |

Divindai d oS

JUMLAH




A AAWAA AANS BAN of Sdd

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR . 26  TAHUN 2021
TANGGAL . § gy 2021
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG.

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada
Dan
Tanggal
Hal

I. DASAR :

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

113328 110 8 ERAT AR AR A RPN RRA P P Basalbiadaieerrinees [ ]
11 MAKSUD DAN TUJUAN PERJALANAN DINAS :
> -
SasadisassmiBabadadiabwi BB apsdipiseminanddnhddsraspisnvedlepinarsser ensrRseRe PR Peban Bl At REAEEREREN FIAPA S SR EEAREEE R AEsaRs BsREEY S ddd bedsrr RidTenanw
---------------- IR R A R A R R N N N e R R R R T e T R R R R R R R R T R AT R R AR R R A P R R RS L L L A R A L L R AR Ll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll FLAAFENAAEARTINARATAVERNFEINRRAR RIS
i1l HASIL YANG DIPEROLEH :

- w
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
.........................................................................................................................................................
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I AL AR R R R R AR RN IRl R L LN AL PR LR PN R R R PR R RN R R R A R A A R R S R T NI R R RN RN T N B AT T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll PP PEFF e PR I PR AR REFA PR Fa bl BaASaadiddilndapininianinapan
....................................................................................................................... FOAA PSRN BAAdI I Es Rl abasrmsded aeRBeEne
—
Bengkayang, ......ccceveeieeiiiecenciennnn.

Pelaksana Perjalanan Dinas
1. NAMA
2. NAMA ( Tanda Tangan)
3. NAMA ( Tanda Tangan)

[ Tanda Tangan)

‘h.‘ -1-
%
- > 3
[
|'_ .
}1
) =
."\

ASTIANUS DARWIS
-..‘1:1" P, .-"r

-HfI}Tr

" BUPATI

ri."' .
g f
e

!:&_ '

¥

" HJ'lI' i -
..x,\ g
|‘ ' ‘:I‘l_f
- ! " s

- #-*
- '-'-I"

-
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Vippndai dengan CamScanner



l " Uan Binya Sewa Jumlah Hari | Pemetian dan
! Jenis mnal:mmn ang o gl chrcs?m Taxl J T IK'IIS‘::::HH“ yang Pemulangaa |
I Harlan | Pesawat | Penginapan Transport o dibayarkan Jenazah
| nsi keschatan
COoVID-19

a. Biava perjalanan
dinas dalam
dacrah dari Tbu v v
Kota Kabupaten |
Bengkavang ke
kecamalan  dan
schaliknva

s om P e mae ——E T e e S S

TANGGAL 45 Wy 2021
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS

BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG.

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA DALAM DAERAH

Biava

Sesual
penugasan

. Biaya perjalanan
dinas dalam
dacrah dari Tbu |
hota Kabupaten
Bengkayang ke
Desa dan
sebaliknva
‘c. Biava perjalanan
dinas dalam
dacrah antar v
Kecamatan
dalam  wilayah
kabupaten
bengkavang

Sesuai
penugasan

Sesual
penugasan

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR . L0 TAHUN 2021
TANGGAL . 9 w2021
TENTANG

KIETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERALI

KABUPATEN BENGKAYANG.

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA LUAR DAERAH

Biaya
Pemctian dan

Jumlah

' Biaya
Hari yang | Pemulangan
Jenis Perjalanan Dinas pemeriksaan
| Jenazah
Transport Lo atats diba;arka
COVID-19

a. Biaya perjalanan
dinas luar daerah
Kabupaten
Bengkayang
meliputi lbu Kota
Provinsi dan Ibu
Kota  Kabupaten/
Kota di wilayah
Provinsi Kalimantan
Barat

b. Biaya perjalanan

dinas luar daerah

Sesuai
Provinsi Kalimantan ) v N Y p:lmga ;
Barat meliputi Ibu N

Kota Negara Berlaku Berlaku
Kesatuan Republik untuk untuk
Indonesia, Ibu Kola Pejabat Pejabal
Provinsi dan Ibu Negara, Negara
Kota Pimpinan &

Kabupaten/Kota Anggota

diluar wilayah DPRD serta

Provinsi Kalimantan pejabat

Barat Eselon I1

Dhgindai d S



TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS

BEBAN ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENQKAYANQ.

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP, PERJALANAN DINAS DALA
PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA DAN PERJALANAN DINAS LA
MEETING LUAR KOTA

Blaya
Pemetlian
dun
Pemulang
an
Jenazah

BSrwn
endarnan

Hiaya
Taxi /
Transport

Unng
Represent

Jumlah
Harl yang
dibavar

Kan

Binyn Hisyn
prmerikasa
'y kesehatan

COVID-19

Uiang Tiket
Harian Pesawnl

Jenis Perjalanan Dinas .
Penginapan

* e ———r e — —— —

a. Biaya perialanan
dinas tetap | .
Hanya
dibayarkan
“Iﬂg
| transportasi
| lokal
: perjalanan
| dinas dalam
| negen di
| Provinsi
Nalmantan
Barat (20°
dari uang
haran) ‘

Aeanal
pentgAasan

il —

i —

' b. Biava perjalanan
dinas Dalam Kota

c. Biava pcrjalanan
dinas Paket Meeting
Dalam Kota.
1. Peserta Y1)
l 2. Paniua/moderator -
3. Narasumber -

nenginapan

d. Biava Perjalanan

Dinas Paket Meeting Jika Berlaku pcnscusgﬁm
Luar Kota mengguna untuk untuk
kan Pejabat Pejubat
pesawat Negira, Negara
udara Pimpinan
& Anggota
DI'RD
serta
pejuabat

selon 1

1)

.. BUPATI BENG

‘l"
/
A
sy |

L]
i
\1#‘"!

\

|
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\ éEBASEIAH,/ S DARWIS
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Divindai d S



